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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam pergaulan hidup masyarakat seringkali terjadi
hubungan-hubungan antara individu yang satu demgan indi-
vidu lainnya, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum,
Adanya berbagai hubungan antar individu tersebut disebab-
kan oleh adanya saling membutuhkan guna memenuhi berbagai
kebutuhan hidup yany tidak dapat dipenuhi secara sendiri-
sendiri melainkan hanya dapat dipenuhi oleh keterlibatan
individu lain., Hal ini menimbulkan saling ketergantungan
(interdependensi) yang menjadi dasar bebagai hubungam hu-
kum dan hubungan sosial dalam masyarakat,

Hubungan hukum antara individu dapat terjadi karena
suatu perjanjian keperdataan, atau karena suatu perbuatan
keperdataamn yang diperbolehkan oleh undang-undang atau ka-
rena suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (om-

rechtmatige daad), Apapun yang menjadi sumber terjadinya

hubungan hukum tersebut, yang paling pokok adalah undang-
undang menentukan kewajivan hukum setiap orang untuk tidak
merugikan orang lain,

Dalam kenyataannya hubungan hukum antar individu ti-
dak selalu berjalan sesuai yang disepakati dalam perjanji-
an, tetapli salah satu pihak dengan itikad buruk atau ka-

rena alasan yang tidak berdasar hukum melalaikan kewajiban




untuk memenuhl prestasi yang diperjanjikan, Demikian pula
tidak semua orang bertingkah laku sesuai ketentuan undang-
undang tetapi terkadang karena kelalaian atau sengaja me-
lakukan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat merugikan
pihak lain, Keadzan yang demikian akan menimbulkan ketidak
harmonisan jika hukum tidak memberikan hak dan kewenangan
kepada pihak yang dirugikan karena wanprestasi atau karena
perbuatan melawan hukum untuk memulihkan hak-haknya serta

menuntut ganti rugi. Bahkan akan menimbulkan tindakan main

hakim sendiri (eigearichting) oleh pihak yang dirugikan,

Rechtreglement Buitengwesten (RBG) dan Herzieme Indo-
nesisch Reglement (HIR) dan peraturan hukum acara perdata

lainnya, merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang

tata cara pihak yang dirugikan atau dilanggar haknya untuk
menuntut pemulihan hak dan ganti kerugian, Namun disadari
bahwa hukum acara perdata yang saat ini berlaku di Indone-
sia in casu HIR dan RBG merupakan produk.dan peninggalan
Pemetintah Hindia Belanda yang .dipandang mempunyai banyak
kelemahan karena mengandung prinsip-prinsip kolo.nial dan
tidak sesuai dengan perkembangan dan kepribadian masyara -
kat Indonesia, Akibatnya terdapat beberapa lembaga/pranata
hukum yang diciptakannya yang tidak diberlakukan lagi se-
perti lembaga penyanderaan (gijzeling) yang dinyatakan ti-
dak berlaku hanya dengan Surat Edaran Hahkamah Agumng Re-
publik Indonesia No. 2 tahun 1964 juncto Surat Edaran No.
4 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975,




Demikian pula dengan lembaga perintah untuk melaksana-
kan lebih dahulu putusan pengadilan negeri (het uitvoerbaar
bi} voorraad), yang berdssarkan beberapa Instruksi Mahka -
mah Agung dan Surat Edara: Mahkamah Agung (selajutmya di -
singkat SEMA), sangat mempengaruhi eksistensi lembaga ter-
sebut yang secara positif masin tetap berlaku karena belum
ada undang~undang yang mencabutnya. Baik instruski maupun
SEMA menimbulkan kondisi yang tidak menentu, sebab terda -

pat SEMA yang membekukan lembaga executie- bij . woporraad-
ada pula yang memberlakukan lembaga executie bij voorraad-

dengan persyaratan tambahan yang tidak diatur dalam atur-
an dasarnya yaitu HIR dan RBG, seperti yang diatur dalam
SEMA No. 3 tahun 1971.

Dengan adanya beberapa SEMA yangz mengatur lembaga gxe-

cutie bij voorraad, maka lembaga tersebut mengalami stag -

nasi dalam penerapannya, Walaupun SEMA tidak mencabut se-
cara permanent seperti lembaga gijzeling, namun dampaknya
dalam praktek tetap sama, Di samping itu mekanisme dalam
menjatuhkannya dan dalam pelaksanaannya (eksekusi) menga -
lami perubahan yang mendasar, prosedur yang rumit dan ber-
belit-belit, Misalnya dilrang untuk menjatuhkan executie
bij voorrazad sekalipun telah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat
(1) RBG juncto pasal 54 dan 55 Rb, namun dalam hal-hal ter-
tentu dapat saja dikabulkan,

Dalam memerintahkan executie bij voorraad pada prin-




sipnya lebih banyak dipengaruhi oleh faktor motivasi hakim
yang memeriksa dan mengadili suatu perkara perdata, Moti -
vasl hakimlah yang mempengaruhi eksistensi lembaga execy -

tie bij voorraad, artinya dalam memerintahkan atau menga -

bulkan tuntutan pelaksanaan lebih dahulu putusan, yang po-
kok mutlak harus diperhatikan oleh hakim adalah pemenuhan-
persyaratan yang telah ditentukan oleh HIR dan RBG untuk

men jatuhkan executie bij voorraad, Hakim harus mengabsrak-

8i sccara seksama proses pemeriksaan perkara terutama pa-
da tahap pembuktian dan obyektifitas hakim. Hal ini sangat
penting diperhatikan karena dalam kenyataan masih terdapat
putusan-putusan pengadilan yang memerintahkan pelaksanaan-

lebih dahulu putusan (executie bij voorraad) sekalipun ti-

dak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 180
ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBG dan yang ditentu =
kan dalam SEMA, padahal lembaga ini merupakan lembaga yang
relatif sangat eksepsional dan menimbulkan banyak masalah,
seperti kasus yang ditinjau.

Dalam hubungan dengan itulah penulis terdorong untuk

mengakaji lebih lanjut eksistensi executie bij voorraad di
dalam suatu pokok bahasan yang berjudu}
EKSISTENSI PUTUSAN YANG DAPAT DILAKSANAKAN LEBIH

DAHUTU (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DALAM PRAKTEK
(Suatu studi di Pengedilan Negeri Ujung Pandang)

Pembanasan eksistensi putusan yang dapat dilaksana -

kan lcbih dahulu amat penting mengingat makin berlarutnya-




penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri untuk

sampai pada penyelesaian secara tuntas yaitu dieksekusinya

putusan tersebut,

1.2

BatasanMasalah
Mengacu pada latar belakang masalah yang dikemukakan

di atas, dapat diabstraksi beberaps masalah yaitu:

1.3

1.1.2 Sejauhmana manfaat executie bij voorraad dalam

rangka penyelesaian perkara secara sederhana,
cepat dan biaya ringan ?
1.2.2 Bagaimanakah perkembangan/eksistensi lembaga

executie bij voorraad dalam praktek dengan ter-

bitnya beberapa SEMA tentang pemberlakukan lem-
baga tersebut ?

1.2.3 Apakah pelaksanaan (eksekusi) putusan lebih da-
hulu terikat pada syarat-syarat eksekusi putus-

an unuhnya 5

Tujuan Dan Kegunaan Penulisan
1.3.1 Tujuan penulisan
a, untuk menjelaskan mekanisme penjatuhan putu-

san executie bij voorraad, baik menurut HIR

- dan RBG maupun menurut SEMA;
b, untuk mengkaji motivasi Mahkamah Agung Re-
publik Indonesia, sehingga menerbitkan bebe-
rapa SEMA yang justeru bertentangan dengan

HIR dan RBG, Dengan demikian dapat dipahami
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keoveradaan SEMA yang mengatur lembaga. gxecu-
tie bij voorraad;

c, untuk memberikan secara konkrit dan Jjelas
tentang mekanisme dan dinamika lembaga execy:
tie bij voorraad dalam praktek;

1.3.2 Kegunaan penulisan
a, tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui ke-

dudukan 1embagé executie bij voorraad dalam

rangka peradilan sederhana, cepat dan biaya
ringan;

b, demikian pula tulisan ini diharapkan dapat
menjadi kerangkes acuan dalam menelaah becbe -
rapa SEMA dalam hubungan dengan lebaga gexe-
cutie bij voorraad;

c. Tulisan ini memberikan pula gambaran tentang

apakah lembaga executie bij voorraad masih

dibutuhkan dalam pembentukan hukum acara yang

baru;

l.4 Metode Penelitian
Dalam rangka pengumpulan data guna menunjang pembaha-
san terhadap pokok-pokok masalah yang ditinjau, penulis
menggunakan 2 (dua) metode penelitian yaitu:
1.4.1 Penelitian kepustakaan (library resezarch)
Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan

menelaah literatur dan bacaan-bacaan lain yang

bersifat kepustakaan, seperti peraturan perun -




dang-undangan dan surat-surat edaran yang diter
bitkan oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini mem-
berikan .kerangka teoritis sebagai acuan dalam
mengkaji dan membahas pokok-pokok masalah yang
ditinjau yaitu berkenaan dengan executie bd j

voorraad, Di samping itu juga dilakukan studi
dokumen bérupa analisis terhadap putusan peng-
adilan yang memerintahkan executie bij voorraad.
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dili -
hat dari sifet dan sumbernya adalah data sekun

der,

l.4,2 Penelitian lapangan (field research)

Penelitian ini dilakukan dengan teknik inter-
view dengan Panitera Pengadilan Negeri Ujung
Pandang dan salah seorang hakim pengadilan ne-
gerl tersebut. Dengan penelitian lapangan ini
memberikan gambaran konkrit penerapan ezecutie
bij voorraad, baik mengenai pandangan hakim itu
sendiri maupun pelaksanaan (eksekusi) putusan
lebih dahulu,

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dilihst
dari sifat dan sumbernya ahalah data primer,
[ﬁlam menganalisis data yang diperoleh dalam
penelitian ini digunakan analisis materi data

atau contant analisys,




1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran singkat tentang hal-hal yang

dibzhas dalam skripsi ini, dikemukakan sistematika pembas-

an scbagai berikut:

Bab 1
Bab . 2
Bab 3

Pendahuluan
Pada bab ini dikemukakan latar belakang mas-

alah mengenai executie bij voorraad, sehingga

penulis mengangkat sebagai topik bahasan,
Juga dikemukakan bebcurapa masalah menyangkut
eksistensi e.ecutie bij voorraad tcrtama de-
ngan terbitnya beberapa surat edaran Mahkamah
Agung. Di samping itu juga dikemukakan tujuan
dan kegunaan penulisan serta metode pengumpul
an data,

Hakikat Executie bij Voorraad

Pada bab. ini dibahas tentang konsepsi execu-

tie bij voorraad baik secara etimologis mau-

pun secara terminologis., Juga dibahas meng-

enai urgensi executie bij voorraad dalam upa-
ya mewujudkan sistem peradilan sederhana, ce-

pat dan biaya ringan yang merupakan asas per

adilan Indonesia, Selain itu juga dibahas per

Syaratan atau alasan untuk menjatuhkan perin-
tah pelaksanaan lebih dahulu putusan,
Perkembangan gxecutie Bij Voorraad

Pada bab ini dibahas tcntang eksistensi exe -




Bab 4

Bab 5

cutie bij voorraad dalam praktek penyelesaian
perkara di Pengadilén Negeri Ujung Pandang,

Selain itu juga dibahas pelaksanzan (eksekusi)
perintah peiaksanaan lebih dahulu putusan dan
tata caranya. Sebagai gambaran konkrit penera
pan pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat
(1) RBG, maka dikaji salah satu putusan peng-
adilan negeri yang memerintahkan pelaksanaan

lebih dahulu putusan.

Pelaksanaan executie bij voorraad Ian Akibat-

nya
Pada bab ini dibahas mengenai upaya mengatasi
beberapa masalah yang timbul dalam kaitan de-

ngan pelaksanaan executie bij voorraad misal-

nya jika putusan pengadilan yang menjatuhkan
executie bij voorrzad dibatalkan, Juga diba -

has mengenai perlunya meninjau kembali semua

SEMA yang mengatur executie bij voorraad,

Penutup

Pada bab ini dikemukakan kesimpulan dan saran.




BAB 2
HAKEKAT PUTUSAN YANG DAPAT
DIJALANKAN LEBIH DAHULU

2.1 Konsepsi Uitvoerbaar bij Voorraad

Pengadilan merupakan tahap terakhir penyelesaian per-
sengketaan dan harapan para pencari keadilan (justiciabe -
Aden) untuk mendapatkan keadilan dalam menyelesaikan  per-
selisihan antara Penggugat dengan tergugat. Untuk itu di
dalam menyelesaikan persefgketaan tersebut pengadilan se-
-'n;htiasa wzjib mend=sarkan setiap penyelesaian sengketa se-
suai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas
asas hukum acara perdata yang berlaku. Seperti asas umum
bahwa hanya'putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap (inkracht van gewijsde) saja yang dapat dieksekusi.

Sebab hanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap yang menentukan kebenaran dan menyelesaikan perseng-
ketaan secara tuntas dan pasti dalam arti tidak dapat 1&51
dibatalkan.

Selain itu hanya putusan yang telah mempunyai kekuat-
an hukum tetap yang mengikat éecara‘pesti pihak-pihak yang
berperkara maupun ahli warisnya, sehingga kedua belah pi-
hak mutlak harus tunduk dan mentaati putusan tersebut, se-
bagaimama yang_diiemukakan oleh Djazuli Bachar (1987:19 )

Bebhemarnya aabuah putusan tidak hanya mempunyai ke-
kuafan hukum pasti saja yang karena sifatnya dapat
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dimasukkan dalam golongan kekuatan mengikat asaa pu-

tusan, Ada tiga kekuatan yang melekat pada putusan

pengadilan yakni kekuatan mengikat, kekuatan pembukti-
an dan kekuatan eksckusi atéu untuk jelasnya merupa -
kan kekuatan merealisir putusan berdasarkan kepala

putusan yang berbunyi" Demi keadilan berdasarkan Ke-
tuhanan Yang Maha Esa.,"

Mengacu pada pandangan di atas, maka cukup jelas bah-
wa hanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
sajayang dapat dieksekusi, sedangkan putusan yang - belum
mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi, se-
kalipun mempunyei titel eksakutorial dengan berkepala Demi
Keadilesn Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,

Tidak dapatnya dieksekusi putusan yang belum mempunyai
kekuatan hukum tetap, karena adanya perlawanan atau upaya
hukum biasa terhadap putusan dimaksud. Namun demikian di-
dalam sistem hukum yang layak tidak semua asas berlaku se-
cara mutlak, sebab dalam hal-hal tertentu asas tersebut
dapat dikesampingkan jika memenuhi persyaratan yang diten-
tukan dalam undang-undang itu sendiri, Hal ini diatur di
dalan pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBG
(1987:87) yang berbunyi:

Penzadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan le-

bih dahulu akan putusan-putusannya walaupun ada per-

lawanan atau banding, jika didasarkan pada suatu hak

(titel) otentik atau sehelai tulisan yang menurut ke-

tentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai ke-

kuatan pembuktian atau suatu penghukuman sebelumnya
dalam suatu putusan yany telah mempunyai kekuatan te-
tap, begitu pula dalam suatu tuntutan privisionil yang
telah dikabulkan serta dalam gersengketaan mengenai
hukum penguasaan (bezitsrecht),

Memperhatikan k-tentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan

pasal 191 ayat (1) RBG, ternyata hukum menentukan adanya
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pengecualian dari asas hukum umum bahwa hanya putusan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap saja yang dapat
dieksekusi. Hukum memberikan kewenangan kepada pengadilan
negeri untuk memetapkan perintah dalam amar putﬁsannya bah-
wa putusannya itu dapat dieksekusi lebih dahulu sekalipun
belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena adanya perla-
wanan, banding atau kasasi, Perintah untuk melaksanakan pu-
tusan lebih dahulu merupakan ketentuan yang bersifat al-
ternatif, artinya sepenuhnya diserahkan kepada kepada ha-
kim untuk menjatuhkannya. Apakah penggugat menuntut atau
tidak menuntut dalam gugatannya.

Dalam hubungan dengan putusan executie bij voprraad

yang dalam praktek sering menimbulkan keadaan kontroversil’
maka perlu difahami konsepsi (pengertian) lembaga tersebut
untuk lebih memahami hakikat executie bij voorraad,sehing-
ga diharapkan tidak perlu lagi menimbulkan pertentangan.

Uitvoerbaar bij voorrzad merupakan salah satu istilah

hukum yzny diciptakan oleh hukum acara perdatsn guna meng-
antisipasi tuntutan dan keadaan dalam masyarakat pada wak-
tu itu, yaitu untuk mencegah maksud pihak yang Kalah un-
tuk menunda atau mencegah pihak yang menang lebih cepat
menikmati atau pulih hak-haknya, dengan mengadakah perla -

wanan, banding atau kasasi, Lembaga exccutie bij voorraad-

tentunya diciptakezn berdasarkan pengamatan yang seksama dan
mendalam serta dengan pertimbangan yang mapan untuk membe-

rikan perlindungan kepada kedua belah pihak e
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Uitvoerbaar bij voorraad secara etimologis terdiri

dari kata uitverbaar, yang S, Wodjowasito (1985:703) ber-
arti: dapat dilakukan/dijalankan atau dapat dieksekusi.

Sedangkan bij voorraad menurut S. Wodjowasito (1985:768)
berarti dilaksanakan sebelumnya,
Memperhatikan arti etimologis di atas, maka secara

terminologis menurut penulis, uitvoerbaar bij voorraad me-

ngandum pengertian sebagai suatu putusan pengadilan yang
dapat dieksekusi lebih dahulu sekalipun (sebelum) putusan
mempunyai kekuatan hukum tetap., Perintah pengadilan yang
demikian dapat dijatuhkan oleh pengadilan berdasarkan per-
syaratan yang telah ditentukan,

Konsepsi putuaaﬂ yang dapat dijalankan lebih dahulu

atau putusan executie bij voorraad merupakan pengecualian

dari prinsip umum bahwa hanya putusan yang telak mempunyai
kekuatan hukum tetap saja yang dapat dilaksanakan, Itulah

sebabnya sehingga putusan executie bij wvoorraad biasa juga

disebut dengan putusan serta merta, sebab tidak dibatasi
oleh upaya hukum apapun,
Konsepsi terminologis uitvoerbaar bij voorraad tidak

dirumuskan secara jelas dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan
pasal 191 ayat (1) RBG, Kedua pasal tersebut hanya membe -
rikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa dan mengadili
suatu perkara perdata untuk memerintahkan lebih dahulu pu-
tusan, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan di

dalam pasal itu. Dengan demikian dalam memahami  konsepsi
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uitvoerbaar bij voorraad maka orientasi diarahkan pada 1i-

teratur,
Dalam kamus hukum Belanda-Indonesia (Fockema Andreae)

merumuskan konsepsi atau pengertian ujitvoerbaar bij woor-

raad (1983:591) sebagai berikut:

Putusen yang dapat dijalenkan lebih dahulu ( dari vo-
nis atau arrest), dilaksanakan dengan segera dengam
tidak mengindahkan kemungkinan banding atau kasasi.
Diadakannya salah satu dari upaya hukum ini (perlawa-
nan, banding atau kasasi) terhadap putusan hakim, Bi-
la hakim memutuskan uitvoerbaar bih woorraad terhadap
putusannya, hal mana memang diperkenankan, maka pe-
nundaan tidak diadakan.,

Sedangkan menurut John Z. Loudoe (1981:180) mengemu -
kakan sebagai berikut:

Executie bij voorraad atam het vonnis uitwvoerbaar bij_
voorraad dalam acara perdata ditinjau dari segi mate-
riil mengandung arti bahwa suatu putusan pengadilan
negeri seketika dapat dijalankan, sedangkan dari segi
formil hal tersebut adalah menjalankan sementara su-
atu putusan pengadilan negeri (voorlopige ten-uitvoer-
legging van vonnisen)

Sarjana lain yaitu M. Yahya Harahap, berkenaan dengan

uitvoerbaar bij voorrzad mengemukakan (1991:244):

Namun terhadap ketentuan dari asas umum selalu ada
pengecualian (eksepsional). Entara lain ialah ekseku-
81 lebih dahulu atau lazim disebut putusan serta mar-
ta, Terhadap putusan eksekusi lebih dahulu, putusan
yang bersangkutan sudah dapat dijalankan eksekusinya
walaupun pihak tergugat mengadakan banding atau ka-
sasli, Dengan perkataan lain putusan eksekusi lebih
dahulu boleh dijalankan eksekusinya sekalipun belum
mempunyai kekuatan hukum tetap., Pemeriksaan tingkat
banding atau kasasi tidak menghalangi eksekusi putu-
san lebih dahulu,

Berdasarkan konsepsi atau pengertian uitvoerbaar bij

voorraad yang dikemukakan di atas, maka ciri khas putusan

lebih dahulu atau executie bij voorraad adalah:
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Merupakan pengecualian dari asas umum bahwa hanya
putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

saja yang dapat dieksekusi, sebab executie bij
voorraad dapat dieksekusi sekalipun belum mempu -
ayai kekuatan hukum tetap,

Tidak terikat pada upaya hukum.

Perlawanan teraadap putusan pengadilan baik berupa
verzet, banding atau kasasi pada dasarnya membuat-
perkara tersebut menjadi mentah kembali, sehingga
tidak dapat dieksekusi, Namun dengan putusan bij
voorraad tidek terikat pada upaya hukum yang di-
tempuh oleh tergugat, oleh karena itu tetap dapat
dieksekusi.,

rutusan executie bij voorraad bukan putusan tersen-

diri, artinya bukan suatu bentuk putusan melainkan
hanya salah satu amar atau bagian dari amar putus-
an, Sebab putusan dilihat dari jenisnya sesuai pa-
sal 195 ayat (1) HIR dan pasal 146 ayat (1) RBG
terdiri dari putusan akhir dan putusan sela, Putu-
san akhir dijatuhkan setelah semua tahap pemeriksa
an putusan disznggap telah selesai, Sedangkan putu-
san sela dijatuhkan sebelum atau mengantarai putu-
san ékhir.

Wirjono Prodjodikoro (1988:127) mengemukakan seba-
gat berikdt:

Ada dua macam putusan hakim, yaitu putusan ter-




16

akhir (eind vonnis) yang mengakhiri perkara yang
diperiksa olek hakim, dan putusan sela (tussen von-
nis) yang diadakan sebelum hakim memutus perkaranya
yaitu untuk memungkinkan atau mempermudah pelanjut
an pemeriksaan perkara,

Dilihat dari sifatnya putusan pengadilan diperbeda-
kan dengan putusan yang bersifat condemnatoir me-
rupakan putusan yang bersifat menghukum, putusan

bersifat constitutief merupakan putusan yang ber-

sifat menciptakan dan putusan yang bersifat dec~
laratoir merupakan putusan yang bersifat mempernya-
takan saja., Sebagaimana dikemukakan oleh R. Soepomo
(1989:94)

Tiap-tiap putusan hakim mengandung suatu pernyata-
an (declaratoir) tengkang hubungan hukum antara
kedua belah pihak yang herperkara, Dictum dan pu-
tusan hakim memuat pernyataan terseput dalam ben-
tuk executif, misalnya suatu perintah kepada ter-
gugat untuk memenuhi kewajiban yang terkandung da-
lam hubungan hukum dengan penggugat, sebagal yang
dinyatakan dalam putusan hakim.

Perintah untuk melaksanakan lebih dahulu putusan
pengadilan merupakan pernyataan hakim yang dituang-
kan dalam putusan akhir., Oleh karena itu gexecutie

bij voorraad lebih tepat kalau dikategorikan seba-

gai suatu bentuk pelaksanaan putusan pengadilan.
Perintah pelaksanaan lebih dahulu putusan dituang-

kan dalam putusan akhir, yang bersifat condemnato-

ir, karena mengandung perintah untuk menghukum ker-
gugat agar melaksanakan lebih dahulu putusan peng-

adilan, Misalnya perintah untuk membayar sejumlah

uang kepada penggugat,
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2,2 Executie Bij Voorraad Dengan Asas Peradilan Sederhana,

Cepat Dan Biaya Ringan

Asumsi bahwa pengadilan adalah lc¢mbz2ga yang diberi ke-
wenangan untuk mewujuflkan keadilan, merupakan faktor pen-
do.ong sehingga para pencari keadilan menyerahkan atau mem
percayakan kepada pengadilan untuk menyelesaikan persengke-
taan mereka.

Di sambing mengharapkan putusan yang adil dan tuntas,
para pencari keadilan juga mengharapkan bahwa perkara atau
persengketaan antara mereka akan diselesaikan oleh peng-
adilan secara scderhana, cepat dan biaya ringan., Berbelit-
belitnya proses penyelesaian perkara di pengadiian tidak
hanya menimbulkan sikap kurang percaya kepada pengadilan,
juga akan menimbulkan perasaan kurang puas., Terlebih lagi
jika biaya untuk itu relatif cukup banyak ﬁang dikeluarkan
oleh pencari keadilan.

Beracara di pengadilan memang harus dikenakan biaya,
kecuali jika atas izin pevngadilan diperkenankan untuk ber-
acara seccara prodeo, Namun demikian pencari keadilan tidak
m-nghendaki penyclesaian perkara yéng t«lah menelan banyak
biaya (mahal) memakan waktu yang relatif lama lagi, Bagi
pencari keacilan biaya tidak menjadi masalah sepanjang pe-
nyelesaian perkara cepat, sehingga dengzn cepat pula menik
mati hasilnya. Dcngan kats lain peluang untuk menunda dan
mengulur waktu untuk memberikan hak kepade pihak yang me-

nang merupakan dambaan atau impian pencari keadilan,




Berdasarkan penelitian penulis di Pengadilan Negeri
Ujung Pandang, ternyata 85%-87% pemeriksaan perkara perdata
yang diadili di Pengadilan Negeri Ujung Pandang proses pe-
meriksaannya sampai pada tinzkat kasasi. Sedangkan waktu
yang dibutuhkan agar putusan mempunyai kekuatan hukum tetap
antara 3-4 tahun., Waktu tersebut belum termasuk pelaksanaan
putusan, yang juga memerlukan waktu antara 6 bulan sampai
dengan 12 bulan lebih.

Dengan waktu yang demikian lama, maka dapet dikatakane
penyelesaian perkara relatif rumit, lama dan membutuhkan bi
aya tidak sedikit, akibatnys asas peradilan sederhana,
cepat dan biaya ringan sesuai yans diatur dalam pasal &
ayat (2) Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentan; Ketentuan-
ketentuaﬁ Pokok Kekuasaan Kehakiman, tidak akan tercapai.

Sederhaha, cepat dan biaya ringan merupakan asas per=-
2dilaf yang ideal, sebab mengandung pengertian brhws siapa-
pun yang tampil dalam menuntut dan/atau mempertahankan hak-
nya di pengadilan, prosesnya mudah dan sederhana atau tidak
berbelit-belit, cepat karens dalam waktu yang tidak terlalu
lama (misalnya 12-18 bulan) putusan telah sampai pada tahap
mempunyai kekuatzn hukum tetap. Dengan sederhananya dan ce-
patnya penyelesaian perkara, dengan scndirinya biaya yang
digunakan juga relatif tidak banyak.

Di samping itu penyelesaian perkara yang sederhana dan
cepat serta biaya ringan, pihak yang menuntut haknya atau
yang mempertahankan haknya dengan cepat pula dapat menikma-

ti hak-haknya itu, Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan
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oleh Sudikno Mertokusumo (1988:23):

Kata cepat menunjukkan kepada jalannya peraadilan, ter-

lalu banyak formalitas merupakan’ hambatan bagi jelan-

nya peradilan, Dalam hal ini bukan hanya jalannya per-
adilan dalam pemeriksaan di suatu persidangan saja,

tetap juga penyelesaian berita acara pemeriksaan di

gersidnngan sampai pada penandatanganan putusan oleh

akim dan pelaksanaznnya,

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan mem-
punyai orientasi agar pihak-pihak yang berperkara dengan
cepst dapat mengetahui dan menikmati hak-haknya, Dalam hu-
bungan dengan itulah maka salah satu cara untuk mewujudkan-
nya adalah dengzn pcnerapan dan mempe-:tahenkan lembaga pu-

tusan bij voorraad atau eksekusi lebih dahulu., Pelaksanasn

lebih dzhulu putusan merupzkan upaya yangz diciptakan oleh
hukum acara perdata untuk mengantisipasi maksud-maksud bu-

ruk pihak yang kalah (tergugat) untuk menggunakan upaya hu-

kum perlawanan (gggggp), banaing dan kasasi guna menghambat
pihak penggugat yang menang dapat segera menikmati haknya.
Pelaksamaan lebih dahulu putusan juga sebagai lembaga yang
dapal menciptakan peradilan sederhana, cepat dan biaya ri-
ngan, Sebab dengan dieksekusinya putusan, tergugat yang se-
jak semula menyadari kelalaian atou kesalahannya, “merasa "
tidak perlu lagi menggunoksan upaya hukum verzet, banding
dan kasasi,

Setiopkupaya hukum yang digunakan oleh tergigat jelas
membuat mentah perkara sehingge tidak dapal dieksekusi, Me-
nyadari kondisi demikian, pemiuat und-ng-undang memberikan
kewenangan kepzda hakim untuk memerintahkan 2gar putusan -

nya dapat dilaksanakzn leusih dahulu sekalipun pihak tergugat




menggunakan upaya hukum biasa (dan luar biasa) untuk mela-
wan putusan hakim. Het uitvoerbaar hij voorraad tidak ter-
ikat pada setiap upaya hukum. Dengan demikian penggugat
yang menang dapat menikmati hak-haknya, tanpa harus menung-
gu putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut penulis, eksekusi lebih dahulu putusan penga -
dilan sangat efektif dalam mewujudkan peradilan sederhana,
cepat dan biaya ringan, sebab pada dasarnya bukankah dengan
dieksekusinya putusan pada tingkat pertama tujuan penggugat
a.ngajukan gugatan di pengadilan sementera telah tercapai

d=n terwujud.

2.3. Alasan Menjatuhkan Executie Bij Voorraad

Proses pemeriksaan suatu perkara di pengadilan adalah
proses penemuan fakta dan hukum, Paling tidak s:bagai waha-
na mempertahankan ketertibzn dalam pergaulan hidup dan mem-
pertahankan hek berdasarkan peraturan perundang-undangan,
Delam hubungan dengan itu R.Subekti (1989:124) Mengemukakan:

Tujuan suatu proses di muka pengacilan adalah untuk
mendapatkan penetuan bzgaimana hukumnya dalam suatu ka
sus, yaitu bagaimanakah hubungan hukum antara dua pi-
hak yang berperkara itu seharusnya dan agar segala apa
yang ditetapkan itu direalisir, jika perlu denzan pak-
saan, Dengrn demikian maka hak-hak dan kewajiban-kewa-
jJiban ysng diberikan oleh hukum materiel, baik yang
berupa hukum tert¢lis maupun yang tidak tertulis,dapat
diwu judkan lewat pensgauilan,

Pemeriksaan di persidangan tidak hanyz harus memeriksa
hukum materiil yan, mengatur huoungan hukum atau causa hu-
kum timbulmy2a persengketaan keduz belah pihak. Hukum mate -

riil harus diperhatikan dan diterapkan untuk menentukan ke-
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absahan hubungan hukum yang mendasari tuntutan atau gugatan
pengzugat dan dalém menentukan hukum materiil yang akan di-
terapkan., Hukum formil in casu hukum acara perdata juga ha-
rus diterapkan dalam proses pemeriks2an gumna .menentukan -
terbukti atau tidak terbukti tuntutan tersebut, Tidak dite=-
rapkannya secara tepat dan efektif peraturan perundang- un-
dangan tersebut berarti pengadilan tidak menerapkan hukum
secara layak, yang berakibat putusan pengadilan yang ber-
san kutan donpat dibatalken oleh peradilan yang lebih tinggi.

Jemikian pula dalam menjatuuakan perintah peélaksanaan
lebih dahulu putusan pengadilan, n-kim yangz memeriksa dan

meén,adili perkara tersebut harus memperhatikan ketentuan-

ketentuan perundang-undangan yang menzatur gexecutie. bij
voorraad, baik yang terdapat di dalam HIR dan RBG maupun

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya,

Hakim tidzk dapat begitu saja menjatuhkan executie bij voor

raad hanyz karena bermaksud "membantu'" penggugat. apalagi-

perintah menjalankan lebih dahulu putusan o©Oleh Mahkamah .
Rgun: dipandang sebagai putusan yang bersifet eksepsional,
pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) R3G me-
nentukan bahwa ager hakim dapat menjatuhkan perintah pelak-
sanaan ‘lebih dahulu putusan, maka harus didasarkan pada ada
nya suatu hak (titel) yang dibuktikan dengan akta otentik,
atau bukti surat lainnya ys-ng menurut peraturan perundangan
undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, Demiki
an pula karena adanya suatu penghukuman lebih dahulu

berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum te-
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tap atau karena dikabulkannya tuntutan provisi, atau karena
persengketaan mengenai hak penguasaan ( hezjitrecht).
Memperhatikan syarat-syarat yang diatur di dalam pasal

180 ayat (1) HIR/pasal 191 ayat (1) RBG, maka terdapat em -

pat syarat yang salah satunya harus dipenuhi untuk dapat di

perintahkan pelaksanaan lebih dshulu putusan yaitu:

2,3.1 Penggugat mengajukan bukti otentik,

Dalam proses pembuktian dikenal berbagai alat
bukti yang dapat dijadikan dasar untuk membukti-
kan dalil gug=tan penggugat antara | lain akta
otentik, Menurut paszl 165 HIR dan pesal 285 Rbg
bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat
oleh atau di hadapan pejabat yanz berwenang, me-
ngikat para pihak yang membuzatnya dan pihak lain
yang memperolen hak daripadanya,
"kts otentik mempunyai kekuatsn pembuktian sem-
purna, karena apa yang tercantum di dalamnya di-
angzap benar kecuali dibuktikan sebaliknya,
Jika penggugat galam upaya membuktikan hak yang
dituntut meng»jukan bukti otentik, misalnya ser-
tifikat hak atas tanah, aktz notariil dan  akta
otentik lainnya, maka berdasarkon ketentuan pa-
sal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBG,
hakim dapat momerintahkan agar putusan pengadil-
an dilaksanaksn lebih dahulu sekalipun ada per-

lawanan, bandingz atau kasasi terjugat,
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c.5.2 Mengajukan bukti akta di bawah tangen

Selain bukti akta otentik. maka penggugat dapat
Jjugs mengajukan bukti surat lainnya yang menurut
peraturan perundang-undsng n mempunyai keku:tanm
pembuktian., Hal ini diatur dalam pasal 286 ayat
(1) RBG yzitu tenteng akta di bawah tangan.
Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat
oleh pihak-pihak yan, bersangkutan tanpz melibat-
kan pejbat umum yang berwenang. Akta dibawah ta-
ngan yang diajukan oleh penggugat yong dalam per
sidangen diakul oleh tergugat dan penggugat mem-
punyai kekuatan pembuktian sempurma seperti akta
otentik. Sebaliknya jika diszngkali oleh tergu -
gat maka kekuatan pembuktian akta di bawah ta-
ngan tersevut hanya sebagai bukti petunjuk saja,
Kekuatan pembuktian akta diBawah tangan ‘menurut
R. Supomo (1989:74) adalah:

Akta dibawah tangan mempunyzi kekbhatan pembuktia
an sempumna seperti akta otentik, apabila diakui
oleh orsng yang bersangkutan.

Pandangan R, Supomo, tersebut sejalan dengan ke
tentuan pasal 288 RBG, yang berbunyi:
Surat-surat di bawah tangan yang berasal dari
orang-orang Indonesia asli atau golongan Timur
Asing yang telah diakui kebenarannya oleh orang
orang yang dilawan dengan surat itu atau dengan-
suatu cara yang sah dipandang sebagai telah di=-
akui kebenarannya, menimoulkan pembukiian  yang
lengkap sama dengan aktz otentik bagi pihak-pihak
yang menandat:nganinya serta anli warisnya yang

mendapat hak dari mereka,

Selain kedua akta tersebut yaitu akta otentik dan




2.3.3

akta di bawah tangan, tidak dapat dijadikan da-

sar bagi hakim untuk memerintahkan . pelaksanazn
lebih dahulu putusan pengadilan,

Adanya penghukuman lebih dahulu,

Salah satu alssan atau daszr bagi hakim dalam
memerihhbkhkan pelaksansan putusan lebih dahulu
adalah adanya penghukuman lebih dahulu terhadap
tergugat, putus~n penghukuman tersebut telah menm
punyai kekuztan hukum tetap,

HIR dan RBG tidek menjelaskan sifat penshukuman
yang dapat dijadikan dassr untuk memerintahkan-

cksekusi bij voorraad, Apakah penghukuman itu

hanya untuk perkara perdata saja atau juga ter=-
masuk perkara pidana ? Delam huosungan dengan hal
tersebut maka menurut ketentuan pasal 1918 KUH-
Perdata herbunyi:

Suatu putusan perkara pidana yang telah berke -
kuatan hukum tetap yang berisikan penghukuman,
dalam perkara perdate dapat dipakai sebagai buk
ti tentezng telah dilskukannya perbuatan terse -
but, kecuali jika diajukan bukti perlawanan,
Dengan demiki~n baik putusan dalam perkara pi =-
dana maupun dalam perkara perdata, jika mengan-

dung pengnukuman dan putusan itu telah mempunyai

‘kekuatzn hukum tetap, dapat menjadi alasan bagi

hakim untuk menjiatuhkan perintah executie bij

voorraad, Misalnya dalam perkara pidanza seorang

(terguget) telah dihukum melakukan tindak pids-




2.5.b

na penipuan yang berlatar belakang utang-piutang
atau jual beli, Putusan tersebut telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut da-
pat diajukan sebagai bukti dalam persidangan,
Hakim yang memeriksa perkara perdata itu dapat
memerintahkan executie bij vgorraad berdasarkan
putusan penghukuman dalam perkars pidana,

Pada dasarnya putusan pengadilan yang mengendung
penghukuman telah mempunyzai kekuatan hukum te-
tap, juga berfungsi sebagai akta otentik, Olekh
karena itu jika diajukan bukti putusan pengadil-
an yang mengandung penghukuman telah terpenuhi-
dua persyaratan yaitu aktz otentik dan penghu -
kuman berdasarkan putusan pungadiian. Bertolak
deri fungsi putusan pengadilan yang juga sebegai
akta otentik, m=ke putusan dalam perkara pefda-
tapun dapat dijadikan dasar untuk memerintahkan

executie bij voorraad manakala putusan itu te-

lah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengan -
dung penghukuman,

Tuntutan atas dasar hak penguasaan (bezitsrecht)
Alasan atau dasar ini pada prinsipnya meliputi
pula alasan akta otentik dan akta di bawah ta-
ngan, sebab jika dasar penguasaan (bezit) dapat
dibuktikan dengan akta otentik atau akt: dibawah
tenzan, maka alasan perintah executie bij voor -

raad sangat kuat.




T T T L L R 1 e R T Y S e e |
, 4y e b = Y ! J it

—

26 ;!

Penguasaan hak sebagai dasar dalam memerintah -

kan eksekusi bij voorraad merupakan alasan yang

paling lemah jika tidak didukung oleh bukti cu-
kup sempurna. Oleh karena itu alasan ini rela -
tif sulit untuk dikabulkan atsu di jadikan dasar

aalam memerintahkan eksekusi bij voorraad,

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar QOerip-
kartawinata (1986:94) mengemukakan:

Yan, seringkali menimbulkan persoalan dan me-
nyebsbkan penafsiran yang berbeda-beda adalah
dagar terakhir yang lLermmat 'dalam pasal @ 180
ayat. (1) HIR yang dimaksud adalah perkataan per
soalan hek milik, seringkali terdengar pertanya
an, apakah suatu gugatan warisan adlah merupa =-
kan persoalan hak milik., Bukankah menyangkut ta
nah milik, jadi menyangkut pemilikan 2

Pada dasarnya pengertian bezitsrecht tidak dapat
secara apriori disamakan dengan pengertian pe =
milikan “atau pemguasasn, Hukum menilda pihak
yang menguasai suatu obyek dipandang sebagai pe

milik sepanjang tidzk dibuktikan sebaliknya,

Oleh karene dalal hubungan hak pewarisan, tidak
dapat diterapkan pada pengertian bezilrecht un-
tuk semuz ahli waris, tetapi hanya dapat dite -
rapkan untuk anli waris yeng nyata-nyata mengu-
sai harta warisan, Di samping itu hakim tidak-
akan menjatunkan eksekasi lebih dahulu tanpa
dibuktikan dengan alat bukti sempurna, sehingga

yang menentukan tetap proses pembuktian,

Alasan perintah executie bij voorraad selain di




atur dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1)
RBG, Jjuga diatur dalam pasal 54 Rv yzng berbunyi:

Pelaksanaan terlebih dahulu dari putusan-putusan, walau
fun banding atau perlawanan, akan dkperintahkan :
. apabila putusan didasarkan pada akta otentik;

2, apabila putusan didasarkan atas akta di bawah tanga
yang dilakukan oleh pihak-pihak terhadap siapa akta
tersebut digunakan, atau secara sah dianggap dike =
t:hui apabila: perkara perdata diputusan secara ver-
stek,

3. apabila telah ada penghukuman dengan satu putusan
yang tidak dapat dilawan atau dibanding lagi.

Didsarkan pada kebijaksanaan hakim untuk memberikan pe

rintah ini dengan atau taznpa tanggungan,

Memperhatikan ketcntuan pasal D4 Rv tersebut, maka nam
pak a2danya persamaan alasan Galam memerint:ohkan eXecutie bij
voorraad dengan ketentuan pasal 180 syat (1) HIR dan  pssal

181 ayat (1) RBg, terutame mengenai alasan-alasan dalam men

jatuhkan perintah eksekusi bij voorraad, Namun guga terda -

pat perbedaan redaksi mengenai harus atau tidak menjatuhkan

perintah executie bij voofraad, jika terpenuhi alasan yzng
telah ditentukan, |

Pada ketentuan pasal 54 Rv menggunakan kata "akan'"yang
menurut Retnowulsn Sutantio dan Iskandar Qeripkartawinatha,
bahwa pasal 54 Rv kata "akan" merupakan te:jemahan dari ba-
hasa Relanda "2ullen" yang bersifat gfberden atau memerin -
tah, jadi meskipun diseout aken maksuinya adalah harus,
Sedangkan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191
ayat (1) RBG mengsunakan kata dapat, yang berarti tersera}

w«epada hakim, apakah akan menjatuhkan atau tidak menjatuh -

kan executie bij voorrazd.

Mcnurut penulis ketentuan pasal 54 Rv juga tidok diha-




ruskan hakim memutuskan perintah executie hij voorraad.Jika
ternyata telah terpenuhi salah satu syarat yang ditentukan-

dalam pasal 54 Rv, maka sepénuhnya diserahkan kepada hakim
untuk menentukannya., Hal ini nampak pada bagian akhir redak
si pasal 54 tersebut yang menyatakan: Sepenuhnya discrahkan
kepada kebijaksanaan hakim, apakzh akan memerintzhkan dengan
jaminan atau t=np2 jeminan.

Hakim sepenuhnya berwenang menentukan berdasarkan buk-
ti den fakta dalam persidongan, Hal ini logis, sebab hakim
yang menilai kebenaran "materiil" bukti-bukti yang diajukan
dalam persidangan. Selzin itu kata akan belum berarti harus
.diterapkan, sebab kats akan harus dirangkaikan dengan kali-
mat terserah kebijaksanaan hakim.

Kemudian jika dikaitkan ketentuan pasal >4 Rv  dengan
pasal 55 Rv, maka makin jelas maksud kata "akan" peda pasal
54 Rv, sebab pasal 55 Rv menggunakan kata dapat untuk mene-
gaskan kemungkinan di jatuhkannya perintah executie bij voor
raad tanpa jaminan jika memenuhi persyaratan yang telah di-

tentukan dslam pasal 55 Rv tersebut,




BAB 3
PERKEMBANGAN EXECUTIE BIJ VOORRAAD

3.1 Eksistensi Bxecutie Bij Voorraad

HIR dan RBG adzlah dua hukum acara produk . Pemcrintah
Hindia 3elanca, yang secara poltik hukum dan hakikat prokla
mesi kemerdekaan, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hu-
kum yan; dibuat oleh sangsa Indonesia sendiri dan sesuai de-
ngan kepribadisn bangsa, Oleh karena itu pepklamasi kemer -
uckean aipandang pula sebogai titik penjebolan sistem poli-
tik dan sistem hukum Pemerintah Hindia Belanda, Hz1 ini me-
nsandung pengertian banwe setiap hukum peninggalen Pemerin-
tah Hindia Belanda harus tidak berlaku lagi, sebab selain
tidak sesuai dengan kepribadian bangsa juga vanyak hal-hal
yan; belum diatur secars lengkap. Nzmun untuk membuat un-
dang-undang dalam waktu yang singkat untuk mengzszntikan HIR
dan R3G bukan pekerjean yan; mudah, Untuk itu gzuna mﬁngﬁin-
dari terjadinysz kevakuman hukum acara perdsta, maka sesual
pasal II Aturan ®erzlihan Undang-unuang Tasar 1945, secara
konstitusional HIR dan RBG masih tetap diberlzkukan secara
positif sampai dengan diciptakannyz hukum acara perdata yang
baru,

Rerdussrkan pasal II Aturan:.Peralihan Undeng - Undang
Dasar 145, maka HIR qan RBG sebagai hukums acara perdata di
penc;adilan negeri hrrus berlaku secars positif dan efektif,

Hal ini bersrti semuz pranzta hukum yang diatur atau dicip-




takan oleh hukum acara tersebut, termasuk lembaga pelaksana-

an lebih dahulu putusan pengadilan (het uitvoerbaar. bij
voorraad),

Perkembangan dan keberadaan atau eksistensi lembaga

executie bij voorraad dalam pembansunan hukum nasional, ber-

adz dalam kondisi yang quo vadis, sebab pada satu sisi HIR
dan RBG diakui keberadzannyz sebagzi hukum acera perdata
yang berlaku secara positif dan efektif, karena belum ada
suatu pribduk hukum yan; mencszbutnya, na=zun pada sisi . lain
sejak tahun 1958 sampai sekagang cukup banyak pranata atau
lembaga hukum dalam HIR dan RBG yang dicabut secars penuh,

dibatasi berlakunyz dan dibekukan dan ditambah persyarztan-

nya seperti lembaga executie bij voorraad tersebut.

Bermula dari Instruksi Mahkamah Agung Republi Indone -
sia tanggal 15 Pebruari 1958 No.248 K/5216/M, eksistensi ex
ecutie pij yoorrasd dipertaruhkan, Sebab dslam instruksi itu
ditekankan 2gar pengadilan negeri tidak mudah menjatuhkan pe
rintah pelaksanaan lebih danulu putusan, sekalipun memenuhi
persyaratan yang diatur dalam pas2l 180 ayat (1) HIR dan

pasal 191 ayat (1) R2G. Namun nampaknya pengadilan kurang.

mensindahkan instruksi tersebut, schingge Mahkamah Agung me
mondang perlu mengeluarkan Surot Edgran Mahkamah Agung ter-
tanggal 19 Juli 1964 No. 13 tahun 1964, yans mempertegas in
struksi sebelumnya, bahkan ada kecederungan melarang hakin

untuk menjatuhkan executie bij voorraad,

Instruksi den Surrt ©Tdara Mahkamah ®gung tersebut mem-
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pengaruhi penerapan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan pa-
sal 191 ayat (1) RBG, terbukti dari hasil penelitian penulis
dalam tahun 1984 sampai dengan tahun 1989 tidak ada putusen
executie bij voorraad yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri.

Ujung Pandang.

Mahkamah Apgung Republik Tndonesia sebagai - peradilan~
tertinggl di Tndonesia, senantiss2 mengawasi dan memantau
ketaatan pengacilan negeri terhsdap Instruksi dan Serat Eda

ran Mahkamah Rzung tentang executie uLij voorraad, Berdasar-

kan pemantauan dan pengamatan tersebut, nampaknya Mahkamah
fzung memandang perlu untuk tetap mempertahankan eksikstensi
lembaga executie bij voorraad terbukii dari ditcrbitkannya

Surat Edaran Mzhkamah tanggal 17 Mei 1971 No.03 tatah 1971.
Surat Edaran tersebut antara lain mencabut Surat Edaran No.
12 tanun 1964 tanggal 10 Juni 1964 dzn mengizinkan kembali

pengaailan negeri untuk menjatuhkan perintah executie bij

voorraad, dengan syarat harus memenuhi persyarata yeng di-

tentukan dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat

(1) RBG, Di luar persyaratan terscebut dilarang untuk men-

jatunkan putusan executie bij voorraad,

Memperhatikan Surat-surat Edaran Mahkamah Rgung yong

mengatur lembaga executie bij voorraad, manka  sadu-satunya

lembaga yang diatur oleh hukum acara perdata (HIR dan RBG)
yan; mendapat perhatian secara berlebihan dan banyak di-
compurni oleh petinggi hukum di Indonesia in casu Mahkamah

A 7ung. Menurut M, Yahya Harahap (1991:242) sebagai berikut:




Kenapa sampai begitu jauh Mahkemah Agung matpun Peng-
adilan Tinggi ikut campur terhadap eksekyg putusan le-
bih dahulu., Apakah Mahkamah Agung kurang percaya ke=
pada kemampuam dan kecermatan pengzadilan negeri dalam
menjatuhkan putusan yang semzcam itu 7 Barangkali be-
gitulah kira-kirz motivasi ysng tersirat dalam berba -
g2l instruksi dan surat edsran vang dimaksud,

Pada dsarnya terbitnya berbagai instruksi dan beberapa
surat edaran yang menzstur tentang perintah executie bi

voorraad, bukan karenz ketidakmampuan dan ketidakcakapan pe-

ngadilan negeri dalam menjatuhkan perintah executie bjj voon-
raad, atau tidek mempu menganalisa ketentusn pasal 180 ayat
(1) HIR dan pos=zl 191 ayat (1) RBG dan menginplementasikan
dalam pemerikssan perkara di pengadilan. Apalagi persysrat-
an yang ditentukan dalam HIR dan RBG tersebut cukup jelas
dan sederhana, scehingga tidak mungkin parz hokim pengzadilan
negeri tidak mengerti hal itu. Oleh karena itu penulis me-
lihat terbitnya berbzgai instruksi dan surat edaran Mahka -
mah Agung tersebut semcta-mata didasarkan pads pertimbangan
no teknie dan bukan karenz ketidakmampuan hakim, Misalnya
semata-mata karena ingin membontuk penggugat tanpa memper: -

natikan apakah perintah executi® bij voorraad yang dijatuh-

kan oleh pengadilan negeri telah memenuhi persysratan dan
bukti-bukti yang dizjukan oleh pengpugat tidak dipermasalah
kan, 2pakah mendukung putusan/perintah executie bi j voorraac
atau tidak,

Menyadari kemungkinan terjadinya hal-hal yeng demikian
itu, maka Mahkamah Agung selaku pengrwas tertinggi proses

jalannya peradilan mengawasi penerapan ketentuan pasal 180
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ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBG. Sinyalemen ini
tercermin pada terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 06
tahun 1975  tanggal 1 Desember 1975 yang antara lain
mengatur;

a, bahwa sckalipun telah dikeluarkan beberapa Surat
Bdaran Mahkamah Agung, Mahkamzh Agung masih tetap
memandang executie bji voorrasd menimbulkan mas o
alah dalam pelaksanasn putusan itu;

b, walaupun syzrat-syarat yzng ditentukan dalam pasal
180 ayat (1) HIR dan pesal 191 ayat (1) RBG telah
dipenuhi, tidak diperkenankan untuk menjatuhkan pe-

rintah executie bij voorraad, kecuali jika terdspat

hal-hal yang sulit dihindarkan baru dapat aijatuh -

kan putusan yang demikian itu dengan memperhatikan:

- dalam perkara itu telah diletakkan sita - jaminan
(conservatoir beslag)

- jika dipandang perlu executie bij voorrazd dija -

tuhkan dengan jaminan;

- jika pengadilan hefap menjatuhkan putusan ekseku-
si bij voorraad, maka paling lambat dalam dua
minggu scteleh diucapkannys putussn, s2linan pu-
tusan barus dikirim ke Pengadilen Tinggi.

Memperhatikan Surat EdaraaNo, 06 tahun 1975, eksisten-

si executie. bij voorraad berada dalam keadaan "yacum" sebab

Mahkamah Agung kemb2li tidak memperkenankan hakim pengadil-

an negeri untuk memerintahkan executiel bij voorrzad walaupun




telah memenuhi persysratan yang ditentukan dalam HIR danRBG,
Surat Edaran Mahkamah Agung No.06 tahun 1975 tecsebut cukup
efektif dan reclatif ditaati oleh hakim pengadilan negeri
Sebab sesual penelitian penulis di Pengadilan Negeri Ujung
Pandang, ternyzta sejak diterbitkannys Surat Edaran Mahka -
mah Agung dimaksud yaitu tanggal 1 Desember 1975, Pengadil-
an Negeri Ujun; Pandzng sampai dengan tahun 1985 tidak men-

Jatuhkan putusan yang berizi executie bij voorraad walampun

80% gugatan menuntut pelaksznaan lebih dahulu putusan,
Apalagi setelzh diterbitkan Surat Ed-ran Mahkzmah Agsung No.
5 tahun 1978 tanggal 1 April 1978 yang memerintaikan kepada
para hakim pengadilan negeri untuk tidak menjatuhkan putus-
an/perintah executie bij voorraad walaupun syarat-syarat di
dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBG.
telah dipenuhi.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 06 tahun 1975 dan Surat
Edaran No.03 tahun 1978 sampai saat ini masih tetap berlaku
karena belum ada Surat Edsran Mahkamah Agun; yang menczbut,
Namun demikian berdssarkan hasil penelitisn penulis di Peng-
adilan Ne:eri Ujung Pandsng, sejak tahun 1986 sampzai tehgan
tzhun 1992 pengadilan telah menjatuhkan perintah _ﬁlﬁﬂnﬁlﬂ

bij voorraad sebanyak empat putusan walaupun hanya satu pu-

tusan y2ng dieksekusi, Putusan bij voorrsad yang dieksekusi

tersebut pads dasarnya telﬂh'mempnyyai kekuatan hukum tetap
karena diputusan secara verzet dan tergugat tidak mengada -

kan perlawanan,




Eksistensi lemboga executid bij voorraad dalam praktek
tetsp diterapkan oleh hakim pengadilan negeri kareng Surak,

=
Edzran Mahkamah Agung yang dimaksud tetap memberikan alter-

napif bagi hakim dengan persyaratan tambahan yszitu: © ol

a, terdapat kesdaan yang tidsk dapat dihindarkan;

b, memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal

180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBG;

c, telah dilakukan conservatgir beglag yang harganya

tidak mencukupi untuk menutupi jumlah yzng dituntut;

d. jika dipandsng perlu dengan j-minan yapg @ibebanaken

kepada penggugat dalam bentuk kebondaan dan tidek di
perkenznkan jeminan orsng (borg)

Di samping itu yuridis formil eksistensi lembags GXQCH-
tie bij vaorraad yang totap 2da sckalipun beberapa Surat
£azaran Mahkamch Agung "membekukan" keberadnan.lemhaga ter-
sebut., Hakim tidak terikst denjan Sur-t-surat Edaran Mahka-
mah Azung, sebab bertentung n deng2n HIR don RBEG scbagal un
dang-undeng yan3 lebih tinggi dari surat edarzn, Juge kare-
n> bertentengrn dengen dasar tate urutan perupdang-und-ngan

yanz berlaku di ‘Indonesiz, di mana Surat-surat Ed2ran Mah-

kamah fzung tersebut tidrk termasuk s#lah satu persturan pe-
12k: anzsn undang-und-ng.

Malzm hzl 1l2in Mohkamah Azung tidek memounyal wewenang ¥
aen uji sccars materiil suatu perunding-undrngan di  bawch
und=ng-unddng sesuai kotentuan paszl 26 ayat (1) Undnang-un-

dong No. 14 tahun 1970 teantung Ketentuan-ketentunn Pokok

-y :1!
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- Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

Mahkomah Agung berwenang untuk menyatakan tidsk sah
semua peraturan perundsng-undangan dari tingkat yang
lebih rendah d-ri undang-und-ng atas alzsan bertentang

a? dengan peraturan perundang und=ngsn yzng Rebih ting

gi,.

Wewenang Mahkamah Agung tersebut baru dapat diterapkan
jika didasarken pada alasan peraturan tercebut bertentangan
dengon und-ng-undanz yanz lebih tinggi, HIR dan RBB merupa-
kan undang-undang in casu pasal 180 ayat (1) HIR dan paszal
191 ayat (1) RBG schingga Mahkamah Agung tidnk dapat meni -
lai atau menguginya., Memong benar Mahkamah Agung tidak me-
nyatakan ketentuan passal 180 ayal (1) HIR dan pasal 191

ayat (1) R3G tidak sah, tetaps dengen melarang pengadilan ne

geri untuk menjatuhkan perintzn eXxecutie bij voorraad se-

k2lipun memenuni persyaratan yang ditentukan oleh kedua p=2-
sal dimaksud, jelas Mahkamah Agung telah "membekukan" ber-
lakunya ketentuan tersebut.

Ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat 1
B3 joncto pesal 54 dan 55 Rv, poda dasmrnya cukup jelas dan
sistemnyzpun sudah baik dalam arti tid-k bertentangan dengen
ketentuan perundeng-undangan lainnya, Mahkamsh Agung  tidek
perlu menerbitkan Surat Edaran yzng justeru "merusak" sistem
hukum acara perdata yang sudnh bzik dan jelas,

Rerdasarkan uraian di atas mak2 eksistensi lembaga ex-

ecutie bvij voorraad tetap diakui oleh hukum acara  perdsta

yang berlsku, Dengan perkataan lain yuridis fermil don riil

nya keberadaan lemboga tersebut tetap sah dan mengikat se-

?s

|..‘|-| l'l




tiap hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara per =
data, Hakim mempunyai kewenangan penuh untuk menerapkan atau
tidak menerapkan lembagaexncgtie.bij voorraad dalam putusS-
annya. Sikap hakim ysng tetap memerintahkan - executie bij
voorraad dijamin oleh undangsundang, kaeena sikap yang de-
mikian tidik bertentangan dengan undsng-undang yang berlaku.
Apaiagi Indonesia sebagal negera hukum yang berarti setiap
penegakan hukum harus'berdasarkaﬁJaan bérpedokan pada hukum
itu sendiri., Peinsip pelaksanaan perddilan di Indonesi:z di
daserkan pada hukum acara (perdata) yang berlaku, bukan pa-
da Surat-surat Edaran Mahkamzh Agung. Keberadaan Surat Edar
an Mahkamah Agung hznya untuk mengatur secara . konteamporer
dan belum ada atursn hukuam yang mengoturnya, dan untuk mem-
buat jelas sustu ketentuean undang-undang guna menghindari
terjadinya berbagai penafsiran yang dapat membingunkan pen-
c2ri keadilan, Surat edaran tidak dapat mencabut, membeku-
kan maupun mepambah pergycratan suatu undang-undang terma -

suk lemboga executie bij voorraad, Setiap tindekan dimek -

sudkan untuk tidak memberlokukan satu ketentuan undang-un -
dang hanyz dapat dilakukan dengan undeng-undang atau dengsn
peraturan undang-undang pengganti unA:ng—undang dan yong
terakhir inipun harus mendapat persetujuan dari Dewan Per-

wakilan Rakyat,

3,2 Pelaksanaan Executie Bij Voorraad

Sen;keta keperdataan ysng diajukan oleh pihek yang




berperkara ke pengadilan negeri didasarksan pzda suatu pemi-

kiran atau pertimbangan, bahwa pengadilan dapat mengelesai-
- kan perkara secara adil dzn tuntas, Apalagi terdapat suatu
adas bahwa pengadilan tidak dapat menolak suatu perkara de-
ngan alasan apapun, melainksan harus memeriksa dan menge2ili
serta memutus perkara yan; diajukan kepadanya.

Tangsung jawab yuridis pengadilan dalam menyelesaikan
sengketa perdata yang diasjukan kepsdonya, belum berakhir
sekalipun putusan telah di jatuhkan, Suatu perkara yang di-
perikss di pensedilen brru dapat dikstakan berakhirmanakala
apa yang diputusken oleh pengadilan te_ah mempunyai kekuztan
hukum tetap atau apa yonz diputus tersebut telah direalisas
sikan, sebelum putusan itu telah direalisasikan meka perka-
ra itu belum dapat dikataken telah tuntzs penyelesaiannya.

Demikian pula putusan untuk melaksanakan lebih dahulu
putusan (executie bij voorrand), s2kalipun telah dinyatakan
oleh pengadilen bahwa putusan tecsebut dapst dieksekusi le-
bih dahulu, belum dapat dik2tzkon tuntas jika belum dilak -
sanakan dan diwujudkan aps yong tercantum dalam putusan,.
perkara boru dopat dik-tokan tuntas jika perintah eksekusi
lebih dahulu telzh dilsksonakan/diwujudkan,

Eksekusi putussn peng2dilan pads umumnya dan khususnya
pelaksanasn. executieé oij voorraad, dilaksanakan tetap ber-
dasarkan dan berpedom2n pads peraturan-peraturan ysng meng-
atur tentnng ekseksui putusan pengadilan dalam hal ini HIR
dan RBRG serth petunjuk delam Surat Edarsn Mahkomah Agung,
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Dalam hubungan dengan pelaksanaan emecutiebij voorraad
John Z.Loudoe, (1981:180) mengemukakan sebagai berikut:

Seketika di sini berarti segera sctelah putusan terse-
but diucapkan, baik putusan tersebut adalah putusan
contrakdictoir maupun dalam verzet, oleh karena itu
maka eksekusi tersebut tidak tunduk baik pada ketmatu-
an-ketentuan mengenai betekening a2taupun aanmaning se-
bagaimana ysng diatur pada titel IX Bag, kelima HIR
maupun pzda ketentuan mengenai banding, bantahan (ver-
zet) ataupun kasasi,

Pandangan John Z,loudoe kurang tecpat, Sebab hakikat pe
lsksanaan suatu putusan pengadilan, ap2zkéh putusan yang te-
lah mempunyai kckuztan hukum tetap atau executje bij voor-

raad 2daleh senaniiasa merupakan pelaksanaan secara paksa,.

Pelaksanzan secara paksa suatu putusan executie bij voor -

raad 'baru dapat dilzksnakan/#fliupayakan jika pihak yang ka-

lah tidak melzksanakan sccara sukarela, Hal ini sejalan de-
ngan keterangan yang diberikan oleh M,N.Tehusalawany, ke~
tika menjsweb pertanyzan penulis mengenai pelaksanaan/ekse-
kusi putuszn lebih dahulu (wawancara 11 Januari 1993) :
Semua bentuk eksekusi sifatnya adalah pelsksanaan pe -
menuhan kewajiban secara psksa, yang baru dapat diten-
puh manakala tereksekusi tid-k dapat melaksanakan se-
cara sukarela, Untuk mengetahui apakah telcsh dileksane
kan secarz suk:orelz maka harus dipa2nggil untuk didengar
melalui aanmaning.
Di s#mping itu HIR dan RBG sendiri tidak meng-tur  se-

cara khusus pelaksnaan emecutie bij voorraad, sehingga ber-

lakulah ket&ntuan eksekusi pada ummmnya. Dslam eksekusi pu-

tusan bij voorraad pengsugat yang dinyatakan menang mengaju-

kan permohonan kepuds Keiuz Pengadilen Negeri, Berdasarkan-

permohonan tersebut sesuai pasal 196 ayat (1) HIR dan pasal




207 ayat (1) RBG, maka ketua pengadilan memenggil pihak yeng

kalah untuk melaksnakan putusan secara sukarela, Menurut
Wilrjono Prodjodikoro (1988:133):
Munjalankan putusan hakim selalu dimulai dengan perin-
tah dari hakim kepada pihak yanz kaleh supaya memenuhi
bunyi putusan dalam tempo yang ditentukan, Kalau pe=
rintah itu tidak dipenuhimulailah putusan betul betul
dijalankan secara p~ksa, 7)
Peringatan (aanmaning) agar terjugat yang kelah melak-

sanakan putusan @Xecutie bij voorrsad tidsk dapat tertunda

dengan alasan putusan tersebut dibanding atau dikasasi,

scbab "keistimewaan" executié. bij voorraad justeru  karena

tidak terikat pada verzet, banding maupun kasasi,
Jika peringatan ktu tidak diindahkaun maka obyek sengke-
ta atau barang-barang pihak yang kalah (tergantung obyeknyz)

segera akan disita eksekusi, Pelaksanssn executie bij voor-

raad itu sendiri dapat berupa :eksekusi untuk membayér se-
jumlah uang (pasal 197 ayat (1) HIR dan pasal 208 RBG), Dan

eksekusi riil (reele excekutie) yang tidak diatur daYtam HIR

dan RBG sertd eksekusi untuk mel-kuxksn sunlu pekserjaan se-
suai ketegtuan pasal 225 ayat (1) HIR dan pasal 259 ayat
(1) RsG.

Menurut M,N, Tehusalawany, bahwa aanmaning yang diten-
tukan \berdasarkan penctapan Ketua Penjadilan Negeri berke -
naan dengan pelaksznaan putusan bij voorraad, biasanya di-
lakukan sebanysk dua kali mesing-mesing dalam ®enggang wake-
tu delapan hari, Jika sctelah dua kali diberi peringnatan
tetap tidsk dilaksnakan sccara sukarelé, maka eksekusi di-

laksanakan untuk memaksa pihax yang kalah memenuni
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putusan executie bij voorraad,

Executie bij voorrzad sebagai upaya mewujudkan apa
yang diputuskan oleh pengadilan, pada prinsipnya sama saja

dengan eksekusi terhadap putusan yang telah mempunyai ke~
kuatan hukum tetap, Namun dalam mewujudkan amar putusan
mempunyai perbedaan yaitu terletak pada cara mengeksekusi-
nya dan bentuk penghukuman yang dituangkan dalam putusan
hakim, Apakah mengenai pengosongan tanah/rumah dan bangun-
an atau menghukum untuk membayar sejumlah uang atau meng -
hukum untuk melakukan suatu pekerjaan, Dalam pembahasan-
skripsi ini penulis tidak mengkaji pelaksanaan executie
bij voorraad berdasarkan sifat putusan hakim, sebab selain
tidak relewan dengan pokok bahasan juga data pada pengadil-
an negeri Ujung Pandang tidak mendukung.

Executie bij voorraad mengenai penghukuman untuk mem-

bayar sejumlah uang dilakukan dengan cara terlebih dahulu
menyita barang-barang milik tergugat, baik bergerak maupun
tidak bergerak tergantung nilai barang yang disita ser-
ta besarnya jumlah uang yang harus dibayar oleh tergugat.
Kemudian barang-barang yang telah disita tersebut dijual
melalui pelelangan umum. Penjualan lelang diserahkan ke~
pada penggugat (pihak yang menang) setelah terlebih dahulu
dipotong biaya lelang, pajak dan biaya lainnya untuk ke-
pentingan negara, Hal ini tegas diatur dalam pasal 200
ayat (1) HIR dan pasal 215 ayat (1) RBG yang berbunyi:

Penjualan barang-barang yang disita dilakukan dengan




perantaraan kantor lelang, atau dengan mengingat ke-
adaan menurut pertimgangan ketua, oleh orang yang me-
lakukan penyitaan,

Executie bij voorraad berupa perintah pengosongan atau

eksekusi riil tidak diatur-dalam HIR dan RBG melainkan di-
atur dalam pasal 1033 RV. tentang pelaksanaan pﬁtusan hakim
terhadap bende tetap atau tak bergerak, seperti tanah dan
bangunan/rumah, Pelaksanaan executie bij voorraad menge-
nai pengbsongan tanah dan/atau bangunan juga dilakukan se-
telah pihak yang kalah diperingatkan untuk melaksanakan pu-
tusan pcngadilan secara sukarela, tetapi tetap tidak melak-
sanakannya,

Perkembangan pelaksanaan ezecutie bij voorraad juga

m:-ngalami perkembangan demikian rupa karena tidak sesuai
lagi dengan ketentuan dalam HIR dan RBG. Sebab menurut Su-
rat Edaran Mahkamah Agung No. 06 tahun 1975 juncto  Surat
Edaran Mahkamah Agung No. 03 tahun 1978, ditegaskan bahwa

sebelum pelaksanaan executie bij voorraad dilakukan maka

terlebih dahulu harus meminta izin kepada Ketua Pengadilan
Tinggi. Ketua Pengadilan Tinggl sebelum memberikan izin
terlebih dahulu memeriksa berkas perkara, apakah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dalam pasal 180 ayat (1) HIR
dan pasal 191 ayat (1) RBG atau tidak. Jika Ketua Pengadil-
an Tinggi me;andang bahwa putusan executie bij voorraad me-

menuhi persyaratan, maka Ketua Pengadilan Tinggi akan mem-

berikan izin untuk melaksanakan eXecutie bij voorraad.
Sebaliknya jika Ketua Pengadilan Tinggi memandang bahwa
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putusan Pengadilan Negeri yang memerintahkan pelaksanaan
lebih dahulu putusan tidak memenuhi persyaratan yang di-
tentukan, maka Ketua Pengadilan Tinggi tidak mengizinkan
untuk mengeksekusi putusan tersebut sampai dengan  adanya
putusan yang teclah mempunyai kekuatan hukum tetap,
Kebijaksanaan tersebut jelas bertentangan dengan ke-
tentuan pasal 195 ayat (1) HIR dan pasal 206 ayat (1) RBG
yYang menegaskan:
Pelaksanaan putusan perkara-perkara yang pada tingkat
pertama telah diadili oleh Pengadilan Negeri, dilaku-
kan atas Eerintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadi-
lan yang telah memeriksa dan memutus pada tingkat per-
tama dengan cara yang diatur dalam pasal-pasal beri -
kut ini:
Sekalipun HIR dan RBG sebagai aturan hukum yang jauh
lebih tinggi dari pada Surat Edaran Mahkamah Agung, namun

sesuai dengan wawancara penulis dengan M.N. Tehusalawany,

maka peiaksanaan putusan bij voorraad tetap harus mendapat

izin dari Ketua Pengadilan Tinggi.

3.3 TinjauamKasus
Untuk memberikan gambaran konkrit mengenai perkembang-

an dan keberadaan atau eksistensi lembaga uitvoerbaar bij,

vooffaéd, maka berikut dikemukakén kasus/perkara perdata
sesuai putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 6
Januari 1986 No.154/Pts.Pdt.G./1985/PN.Uj.Pdg.

Adapun kasus posisinya adalah mengenani tuntutan se=-

bidang tanah hak milik yang lauasnya kurahg lebih 180 me'-

ter persegi, Penggugat merasa berhak memiliki tanah obyek




sengketa karena diwariskan oleh almarhum suami Penggugat.

Almarhum suami penggugat aelain meninggalkan penggu -
gat sebagai ahli waris juga ada beberapa orang ahli _waris
lainnya yaitu tergugat'(anak) dan harta warisan yang telah
ditetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai putuéan
ﬁengadilan agama, |

Bahwa kemudian timbul sengketa antara tergugat Badah
Dg Bollo dengan Mardiayah Dg Ngasseng, atas tanah _ obyek
sengké{a yang dimenangkan oleh tergugat, sehingga obyek
sengketa sepenuhnya dikuasai oleh tergugét Badah Dg Bollo.,

Penggugat kemudian dalam surat gugatannya menuntut ob-
yek sengketa sebagai miliknya dan menyatakan putusan peng-
adilan dapat-dilaksanakan lebih dahulu sekalipun ada per-
lawanan, banding atau kasasi,

Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang memeriksa dan
mecngadili perkara tersebut kemudian menjatuhkan putusan
yang amarnya :

- mengabulkan gugatan penggugat sebagian;

- menyatakan penggugat adalah seorang pewaris dari
almarhum Sampara Dg Mayo yang berhak 9/72 bagian ob-
yYek sengketa;

= menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada
pénggﬁgat sebesar ® 2,000.000., (dua juta rupiah);

- Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebe-
sar ¢ 100,000,~ (seratus ribu rupiah) tiap bulan

manakala tergugat lalai menjalankan putusan dalam
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perkara ini, terhitung pada saat putusan diucapkan-
sampal ditaatinya putusan tersebut;

- menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan.lebih da-

hulu sekalipun ada banding dan kasasi; |

- menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara;

Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tersebut di-
dasarkan pada pertimbangan-prtimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap obyek sengketa telah diputus dengan
putusan yang telah mempunysi kekuatan hukum tetap masing-
masing putusan No.919/Pts.G/1980/PN,Uj.Pdg., juncto putus=-
an No.245/1982/PT/Pdt. juncto putusan No. 17K/Sip/1983
yang merupakan tanah warisan peninggalan almarhum Sampara
Dg Mayo.

Bahwa penggugat belum mendapat bagian dari tanah ob-
yek sengketa, sesuai penetapan Pengadilan Agama Ujung Pan-
dang No.31/1973 sebanyak 9/72 bagian,

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh
penggugat, maka pengadilan kemudian memutus dengan amar
putusan yang dikemukakan di atas,

Memperhatikan kasus/putusan tersebut maka terdapat cu-
kup banyak kelemahan atau penyimpangan dari hukum acara

perdata, Tidak hanya mengenal putusan executie bij wvoorraad

Juga pertimbéngan yang tidak lengkap serta amar putusan.
Jika diperhatikan putusan pengadilan tersebut, maka

putusan di jatuhkan secara verstek atau tanpa hadirinya pi-

hak tergugat., Namun dalam amar putusan sama sekali tidak
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mencantumkan dalam amar putusan bahwa gugatan dikabulkan
dengan verstek, Hal ini menyimpang dari ketentuan pasal
125 ayat (1) HIR dan pasal 149 ayat (1) RBG, yang menyata-
kan bahwa jika pada hari sidang yang telah ditentukan ter-
gugat tidak hadir sekalipun telah dipanggil secara patut.,
maka gugatan dikabulkan dengan verstek,

Dalam hubungah dengan ketidakhadirian tergugat atau
putusan verstek, Abdulkadir Muhammad (1982:114) mengemuka-
kan:

| Yang dimaksud dengan verstek adalah pernyataan bahwa
tergugat tidak hadir pada sidang pertama, Jika pada
sidang berikutnya (sidang kedua) sesudah ada penunda-
an masih tidak hadir juga, hakim tetap menjatuhkan pu-
tusan verstek (verstek vonnis, default judgement) ka-
rena pada hakikatnya tergugat belum pernah hadir,

Hal yang sama dikemukakan oleh R. Supomo (1989:96):
bahwa jika pada hari sidang pertama yang ditentukan tergu-
gat tidak hadir, maka gugatan dikabulkan dengan versfek,
juga pada amar putusan dinyatakan mengabulkan gugatan de-
ngan verstek tanpq menyatakan menolak gugatan sebagiannya.

Pada putusan pengadilan tersebut ternyata amar putus-
an hakim mengabulkan sebagian_gugatan-penggugat tanpa me-
nolﬁk bagian lainnya, dan dalam pertimbangan menyatakan ke-
tidakhadiran tergugat tanpa menyatakan putusan verstek,

Putusan ‘Pengaailan Negeri Ugung Pandang tersebut juga
keliru mengabulkan perintah pelaksanaan lebih dahulu putus

an (executie bij voorraad), sebab persengketaan antara ter-

gugat dengan penggugat adalah sengketa mengenai harta waris

san, bukan mengenai hak penguasaan atau bezitrecht. Hal ini
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scjalan dengan yang dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio -
dan Iskandar Oeripkartawinata (1986:96) :

Dengan berpedoman pada pankerfian bezit di atas, da-

patlah ditarik kesimpulan, bahwa persocalan warisan

yang menyangkut tanah milik yang selama bertahun-tahun
dikuasai oleh -pihak tergugat, putusan tidak dapat Hdi-
berikan dengan ketentuan uitvoerbaar bij voorraad,

Pandangan di atas kemudian dihubungkan dengan putus-
an Pengadildn Negeri Ujung Pandang, maka tidak dapat dipu-
tus dengan putusan dijalankan lebih dahulu (executie __bij
voorraad)., Apalagi selain penggugat tidak menguasai obyek
sengketa juga masih tetap budel sebab belum dibagi sesuai
surat gugatan penggugat yang menuntut 9/72 bagian dari ta-
nah obyek sengketa,

Pengadilan Negeri Ujung Pandang tidak memperimbang-
kan dasar atau alasan dalam menjatuhkan perintah pelaksana
an lebih dahulu putusan pengadilan yang diatur dalam pasal
180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBG.

Putusan perkara perdata yang terdahulu yang dimeanng-
kan oleh tergugat (dalam perkara yang ditinjau), bukan pu-
tusan yang mengandung penghukuman terhadap tergugat seper-
fi yang disyaratkan oleh pasai 180 ayat (1) HIR dan pasal
19i ayat (1) RBG. Sebaliknya putusan perkara antara tergu-
gat Badah Dg.Bollo dengan Mardyah Dg Ngasseng dimenangkan
oleh tergugat, seﬁingga timbul dua putusan yang saling ber-
tentangan, :

Memperhatikan kasus tersebut, nampak bahwa apa yang
dikhawatirkan oleh Mahkamah Agung tentang kurang hati-hati-



nya Pengadilan Negeri menjatuhkan perintah pelaksanaan le=-
bih dahulu putusan-telah terbukti dalam kasus tersebut,
Namun suatu keuntuﬁgan karena tergugat tidak mengadakan
perlawanan, banding atau kasasi yang akan berakibat putus-
an pengadilan tersebut dibatalkan,.

Putusan Pengadilan Negeri ujung Pandang telah diekse-
kusi, bukan karena perintah pelaksanaan putusan lebih da-
hulu melainkan karena putusan tersebut telah mempunyai ke-
suatan hukum tetap karena tergugat tidak mengadakan per-

iawanan, banding atau kasasi,



BAB. 4

PELAKSANAAN EXECUTI® BIJ VOORRAAD
DAN YPAYA- MENETRALISIR

4.1 Upaya Menetralisir Pernasalahan'gxﬁcutig Bij Voorradd
Peclaksanaan putusan lebih dahulu sebelum mempunyai ke-

kuatan hukum tetzp (executie bij voorraad) tidak hanya ada

dalam arti formil (hanya tercantum dalam undang-undang) na-
mun jus2 ada dalam praktek, apapun akibat dari penerapan ke

tentuan mengenal executiebij voorraad, terutams akibat dari

pelaksanaan putusan tersebut, :
Permasalah pokok dari 8xecutie bii voorraad yang diha-
watirkan oleh Mehkamah Agung séhingga harus menerbitkan be-

berapa surat edaran mengenal uitvoerbaar bij voorraad ada-

lah akibat hukum setelah putusan bij voorraad dieksekusi ke

mudi-n dibatalkan oleh pengadilan tinggi dalam hal ini Peng-
adilan Tinggi dan/atau Mohkamah Agung. Apalagi jika ekseku-
si tersebut menyangkut pembayaran sejumlzh uang yang dilak-
sanakan denjan cara melelang barang-barang milik tergugat
yang kalah, atau eksekusi pengosongsn tanah (eksekusi riil).
Dalam hal eksekusi ptusan lebih dahulu telzh dilakukan kemu-
dian dibatalkan oleh pengzdilan yang lebih tinggi, meka tim-
bul permasalahan hukum menyangkut upaya pemulihan heak hak
tergugat, khusuWnya mengenai kepada siapa tergugat horus me-
nuntut pemulihak hak,

Untuk memberikan gambaran konkrit mengenai permgsélah-

an yang timbul dalam pelaksanasn executie bij voorraad be=-




rikut dikemukakan kasus hipotesis, A menggugzt B untuk mem-

bayar sejumlah uang karena B berutang kepada A sebesar 50-
Juta rupiah ditambzh dengan bunga 5 juta rupiah, sehingga
Jumlah seluruhnya adalah 55 juta tupiah, Dalam gugatan se-
lain menuntut pembayar utang pokok dan bunga tersebut A ju-
ga menuntut pelaksanaan lebih dahulu putusan sekalipun ada
perlawanan, banding atau kasasi, Pengadilan Negeri yang me-
merikss dan mengadili perkara terscbut memgabmkkan tuntut-
an penggugat dan memerintahkan pelaksanaan lebih dahulu pu-
tusan pengadilan,

Eksekusi terhadap putusan tersebut kemudian dilaksana-
kan dengan melelang sejumlah barang-barang milik tergug-t,
Namun karena terjugat banding dan pengadilan tinggi kemudi-
an membatalkan putusan pengadilan negeri dan putusan peng -
adilan tinggi diperkuat oleh Mahkamah Agung, Akibatnya me -
merlukan tindakan pemulihan,

Contoh lain, A menggugat B mengenai pengosongan sebi-
dang tanah yang diatasnya terdapat bangunan milik B. Tuntut-
an lain adalan agar putusan pengadilan dilaksanakan lebih
dahulu., Pengadilan negeri kemudian mengabulkan gugatzn peng-
sugat sehinggza rumah/bangunan milik tergugct harus dibong -
kar, Namun putusan terseout dibatalkan oleh Mahkamah Agung,
sedangkan eksekusi telah dilaksanakan.

Kedua kasus tersebut sangat merugikan tergug-t karena-
harus kehilangén hak dan harta bendanya, #@kibat pelaksansan
putusan lebih dahulu, Dalam hubungan hal tersebut beberspa

pemikiran untuk mengatasi dan memudihkan hak-hak Tergugrt-




setidakptidaknya menghindari kemungkinan terjadinya kerugi-

an yang akan dialami oleh penggugat maupun tergugat karena
dibatalkannya putusan bij voorraad yang telah dieksekusi,
atau sebagai upayz memudahkan pemulihan hak-hak tergugat,
Upaya-upaya tersebut adalah:
4.1.1 Upaya sebelum putusan dieksekusi
Pengadilan negeri yang memeriksa dan mengadili
peérkara perdata yang menuntut adanya pelaksanaan

letih dahulu putusan (executie bij voorraad), di

dalam mengabulkan tuntutsn tersebut, harus mem -
perhetikan posisi kasus dengan seksome dan cer-
mat dan bukti-bukti yznz dizajukan oleh Penggugat
dan tergugat harus dinilai secara obyektif. Mo-

tivasi dan otientasi hakim dalam memutus dan me-

memintahkan executie bij voorraad semata-mata
bntuk kepentingan hukum danlkeadilan. Dengan mo-
tivasi dan orientasi yang demikian itu, kemung -
kinan untuk dibatalkan suatu putusan yang meme -

rintahkan executie bij voorraad relatif kecil ke

mungkinannya, sebab penilaian secara obyektif se
tiap bukti yang diajukan oleh para pihak merupa-
kan faktor yang menentukan terbukti atau  tidak
tuntutan/gugatan penggugat.

Di samping itu dalam putusan dapat pula ditetap-
kan suatu kewajiban kepéda penggugat scbagaimana
yang ditentukan dalam pasal 54 Rv, Kewajiban itu

berupa jaminan yang bersifat kebendaan. ataupun
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ditetapkan syarat-syarat dalam pelaksanaan execu-
tie . bij voorraad. Hakim sepenuhnya berwenang me;

nentukan jaminan dan syarat-syarat dalam pelak -
sanaan executie bij voorraad, sehingga setiap
syarat yang ditentukan juge harus  berorientasi
pada memudahkan pemulihan hak-hak tergugat jika
ternyata putusan penga.ilan negeri dibatalkan
oleh pengadilan tinggi atzupun Mahkamah Agung.

Hekim dapat menentukan bahwa penggugat wajib me-
nyerzhken jaminan berups harta benda milik peng-
gugat sendiri sebesar nilai yang dituntut, Jika
ternyata penggugat tidak mempunyai harta benda
atau uang untuk dijadiken jaminan, maka hakim
menentukan persyaraten lain sesuai sifat ekseku-
8i. Misalnya jika eksekusi pemboyaran  sefjumlah
uang, maka uang hasil pelelangan barang milik
tergugat tidak diserankan kepada pengjugat me=-
lainkan dititipkan atau disimpan di bank atas
nama'ﬁetua Pengaailan Negeri sampai dengzn ada-
nya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap, Persyaratan ini je¢las belum dinikmati se-
carz langsung oleh penggugat, namun memberikan
keuntungan kepada penggugat berupa bunga atas
uang yang disimpan pada bank tersebut, Sebalik -
nya jika ternyata putusan pengadilan negeri di-
batalkan oleh pengadilan tinggi atau Mahkamah

Agung, dengan mudah dapat dipulihkan hak-hak ter




gugat, sebab cukup dengan menarik kembali uang

yang disimpan pada bank dan menyerahkan  kepada

tergugat beserta bunganya.

Jika eksekusi pengosongan tanah yang diperintah-

kan dalam putusan hakim, maka untuk memulihkan

pemulihan hak tergugat, pelaksanaan @Xecutie bjj

voorraad atas pengosongan tanah yang'ada'bangun_

an di atas, cukup dilakukan dalam bentuk pelaksa-
naan permulaan saja, Misalnya cukupidengan me -

ngosongkan saja bangunan dari Redudukan penguasa-
an oleh tergugat dan menyerahkan kepada Penggu -

gat untuk menempati disertai gersyaratan untuk:
tetap merawat rumah atau bangunan tersebut, Jika

bangunan tersebut tidrk dapat ditempati misalnya

karena berupa gudang, maka cukup tindakan pengo-

sonzan atzu tindakan lain yang mengasingkan ter-

gugat dari tindakan penguasaan atas obyek seng -

keta sampai dengan adanya putusan yang telah mem-
punyai kekuatan hukum tetap., Manakala pengadilan

yang lebih tinggi memperkunt putusan pengadilan

negeri, maka eksekusi pengosongan yang merupakan

eksekusi lanjutan dengnn mudah dapat dilaksana -

kan, sebab pada dasarnya baik 'secara formil mha-

pun secara materiil tergugat sudah tidak mengua-

sal lagi obyek sengketa, Sedangkan biaya ekseku-

8i lanjutan tetap dapst =~ dibebankan  kepads

penggugat walaupun tidak sebesar biaya eksekusi
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pertama, misalnya cukup 50% dari biaya eksekusi

yang seharusnya dibayar oleh penggugat,

4.,1.2 Tindakan pemulihan hak tergugat

Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara
tidak menutup kemungkinan shilaf dalam memutus
persengketaan tersebut, baik vhilaf atau salah
dalam menilai alat bukti, salah dalam menerapkan
hukum dan kéhil=fan lainnya, sehingga putusannya
dicatalkan oleh peniadilan yang lebih tinggi.
Kehilafan atau kesalahan-kesalahan hakim penga -
dilan negeri atau pengadilan tinggi tetap disada-
ri oleh pembuat hukum acara perdata, oleh kare-
na itu undang-undzng memberikan hak dan kewenang
an kepada pihak yang kaloh untuk melakukan upaya
hukum dalam melawan suatu putusan. Kehilafan dan
kesalahan hakim tidek menimbulkan masalah jika-
putusan itu belum dieksekusi, sebab jika putwr~on
itu dibatalkan maka dengan sendirinya kembali
kepada keadaan semulz seperti sebelum adanya per-
kara atau persengketaan antarz penggugat dengan
tergugat. Timbulnya masalah jika ternyata putus-
an telah dieksekusi (executie bij voorraad) kemu-
dian dibatalkan oleh pengadilan yang lebih ting=-
gi, Masalah hukum timbul mengenai pemulihan hak
tergugat. Hal ini dikemukakan pula oleh M, Yahya
Harahap (1991:<49) sebagai berikut:

Sering terjadi kekacauan pemulihan eksekusi le=-



bih dahulu, yang mengakibatkan terkatung-katung
sgmpai bertahun-tahug. Banyak peristiwa yang di-
jumpai semacam itu,.

Pandangan di atas cukup beralasan terutame Jjika
ternyata penggugat yang kemudian kalah tidak la-
gi memiliki harta benda yang dapat dilelang untuk
memulihkan hak-hak tergugat yang kemudian menang.
Delam upaya memulihkan hak tergugat akibat pelak-
san%an executie bij voorrsad, yang sebelumnya ti
dak disertai jaminan atau persyaratan tertentu,
sebagaiman> dikemukakan pada upaya sebelum putus-
an dieksekusi, lidak dapet dilepaskah dari péran
mutlak dari pengadilan negeri, Scbab menurut pe-
nulis kerugian itu bukanlah dizkibatkan oleh ke-
salzhan penggugat atau tergugat tetapi kekeliru-
2n pengadilan, Namun demikian setiap tindakan pe-
mulihan senantiasa dibebankan kepada penggugat,
Menurut R, Soewarso (wawancara, 11 Januari 1393)
Dalam hal putusan yang dapat dildksanakan lebih
dahulu telah dieksekusi telah dieksckusi dan pu-
tusan itu dibatalkan oleh pengadilan yang 1lebih
tinggi dalaa hal ini Pencadilan Tinggi dan/ atau
Mahkamah Agung, maks tindskan pemulihan sepenuh-
nya ditonggsung oleh pengzugat.

Pertanggungjawzban perdata penggugat ternadap di-
batalkannya putusan bij voorraad yang telah di-
eksekusi bersifat mutlak, artinya penggugat ha-
rus memulihkan hak-hak tergugat, seperti menye -
rahkan kembali uang pembayaran yang telah diteri

mae atau memulihkan bangunan yanz telah dibongkar,




Tergugat sepenuhnya menuntut semua kerugian yong

dialaminya akibat pelaksanaan pttusan bjij voor -
raad, sebagaimana dikemukakan oleh M, Yahya Ha-

rag (1991:525) sebagai berikut:

Namun agar pemulihannya adil dan berdasarkan hu-
kum, besarnya jumlah milai uang pemulihan hhrus
sebanding dengan nilai harga pasaran pazda  saat
pemubdihan dilaksanakan., Jika nilai wans; pemulih-
an ganti rugi pemulihan hanyz didasarkan sesuai
dengan harga barang pada saat ekseksui jelas me=-
rupakan perkosaan terhadap tergugat,

Penulic sependapat dengsn pandangsn di atas, se-

bab jike genti rugi pemulihan didasarksn pad

[1:]

besarnya pembayaran yang diterima oleh penggugct

pada waktu pelaksana=zn executie bfj voorraad,
jelas tergugat masih tetap mengelami  kerugian,

oleh karena itu harus diperhitungkan dengan ni-
l2i uang pada saat pemulihan ditambah dengan se-
muz biaya yang dikelurrkan oleh tergugzat dalam
upayanya memalihkan hak-haknya.

Tindakan pemulihan 2kan mengslami kesulitan di-
dalam pelaksanaannya jika penggusat tidak berse-
dia secara Sukarela memulihken hak-hak tergugst,
Drlam hudbungen dengan itu maka menurut penulis,
tergugat menggﬁgat pengzugnt ke penjadilsn, Dan
pengadilen negeri yang memeriksa perkara terse -
but harus memerintahkan pelaksana-n 1lcbih dahulu
putusan berdasarkan putucan pengadilan yang me-

memerintahkan pemulihan hak-hak tergugat,

ik n




Berdasarkan uesian di atas, maka alternatif yang tepat

untuk diterapkan dslam upaya menzhindari kemungkinan tergu-

gat mengalami kerugian akibat dibatzlkannya executie bij

voorraad adalah tinuskan-tindakan sebelum dijatuhkannyz pu-

tus=n atau sebelum putusan dieksekusi yaitu menentukan ja-

minan atau syarat-syarst dalam melaksanakan - executie 'bij

voorrzad. Alternatif tersebut dapat ditetapkan dalam putus-

an hakim atau secara khusus membuat suatu akta perjanjian
yang khusus dibuat untuk itu sebelum eksekusi dilaksanakan,

Tindakan pemulihan akan mengalami kesulitan jika ter-
nyata pengsuzat tidek mempunyai lagi harta bends yang dépat
dilelang untuk memulihkan hak-hak tergugat., Apakah harta
benda tergugat yang telah dilelang hapus disita kembali ke-
mudian diserahkan kepazda tergugat ? Tindakan yang demikian
Justeru akan menimbulkan masalah hukum menyangkut kepenting
an pemenang lelang, Bahkan jike hzl itu terjadi maka masya-
rakal kurang percaya lagi pade lembaga lelang yang « digelar
oleh pengadilan,

Pengoturan lembs 2 executie bij voorrmad dalam pembe -
e ————

tukan hukum acara perd:ta baru, harus lebih sempurna dari -
pada yang diatur dalam pacal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191
ayat (1) RBG, yang hanya menentukan persyaratan bagi hakim
untuk memerintahkan executie bij voorraad, Tindakan-tindok-
an pemulihan dan mengambnkan untuk memulihkan kembali  hak
hak tergugat juga harus diatur, sehingga penzadilan mempu -

nyai pegangan hukum dalam menentukan jaminan dan persyarat-

an sebelum dilaksanakan executie bij voorraad,

I
i




a0 R 4, o4 el e DBl S (S |

e Y . ‘56’ . ¥
.

L.,2, Keveradaan Surat Edaran Mahkamah Agung

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum,
oleh karena itu setiap tindakan pasyarakat dan lembaga-lem -
baga negara seperti Mahkamah Agung, harus berdasarkan hukum.
Apalagi jika dimaksudkan untuk membekukan atau mengubah se-
cara flateriil suatu ketntuan undang-undeng, Misalnya pener-
bitan Surat-surat Fdaran Mahkamah Agung tentang uitvoerbaar
bij voorraad,

Keberndaan Surat Edaran Mahkamah Agung khususnya me -

ngenai executie bij voorraad merupakan suatu penyimpangan

terhadap sistem hukum Indonesiz terutama khirarkhis perun -
dang-undangan yang diatur dalam Ketetapan Majelis Permpsya-
waratan Rakyat Sementara No. XX/MPRS/1966 joncto Ketetapan
Majclis Permusyawaratan Rskyat No. V/MPR/1973.

Khirarkhi perundang-undengan menentukan bahwa untuk-
tidak membcrlakukan satu atau beberape pasal dalam perundang-
undangan, harus ditempuh atau dilakukan ole¢h undang-undang
yang setara., Misalnya undang-undang harus dengan undang-un-
dang pula, Tidak dapat dilakukan oleh peraturan di bawah un-
dang-undang. Surat sdaran Mahkamah Agung sendiri tidak di-
sebut dalam khirarkhis perundong-undangan, Peraturan perun-
danzan yangy dikenal dalam sistem hukum Indonesia adalah:

a. Unding-undang Desar,

b, Ketetapan Majelis Pérmusyawaratan Rakyat,

c. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang;

d, Peraturan Pemerintah




e, Peraturan Pelaksamaan lainnya, seperti Peraturan Men-

teri, Perda dan sebagainya,

Ditetapkannya khirarkhis atau tata urutan perundang-un-
dongan yang berlaku di Indonesia adalah untuk menciptakan
tertib hukum dan kepastian hukum, karena tertib hukum dan
kepastian hukum merupakan ciri negara hukum yang konsekuen,

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di-
Indonesia, oleh peraturan perundang-undangan diberikan hak
menguji peraturan perundang-undsngan di bawah undang-undang
scsuai ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 14 ta-
hun 197@. Dxngzn demikian Mankamah Agung tidak mempunyai ke-
wenangan hukum untuk membekukan atau tidak memberlakukan ke-

tentuan mengenal executie bij voorraad. Oleh karena  tidak

mempunyail kewenangan untuk itu meka semua surst edaran yang
mengatur executié bij voorpzad, harus ditinjau kembali demi
terciptanya tertib hukum dan kepastian hukum, serta menghin-
dari kerancuan dalam pelaksanaan hukum acara perdata.

Jika Mahkamzh Agung memandaong eXecutie bij voorraad me-
nimbulkan masalah hukum dalam penerapannya, maks cukup mem-
berikan petunjuk dalam upaya mengamankan pemulihan hak ter-
gugat, sebab HIR dan RBG maupun peraturan lainnya tidak me=-
ng-tur tindskan-tindzkan pemulihan hak tergugat, Demikian
pula memperjelas mcksud dari tiap-tiap persyaratan untuk

dapat dijatuhkan executie bij voorraad, misalnya syarat ada-

nya hak penguasaan (beziisrecht) yang dapat menimbulkan pe-

nafsiran yang berbeda-beda, zpakah dimaksudkan hanya untuk

bunda bergerak saje ntau juge benda tak bergerak,

Rt it a e b e S
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Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan ywdikatif,
wajib menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan dan
menjaga kepaatian hukum sesuai sendi negara hukum, Pener-
bitan surat-surat edaran untuk mengatur sesuatu jang te-
lah jelas diatur dalam suatu undang-undang yang mengékibat
kan tidak berlaku efektifnya (positif)‘ketehtu&n undang-
undang tersebut merupakan tindakan melampaui wewenang yang
tidak mempunyai landasan hukum,

Dalam hubungan dengan itu hakim pada pengadilan nege-
ri pada dasarnya tidak mempunyai kewajiban hukum untuk
mengikuti surat-surat edara.melainkan mutlak harus mengi -

kuti undang-undang yang berlaku secara positif,



BAB 5
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1

Executie bij voorraad mempunyai funigsi dan peran-

an dalam upayz mewujudkan peradilan  Sederhana,
cepat dan biayz ringan karenoc dengan cepat pihak
Yang menang d=pat menikmati atau mecndapotkan hek

haknya,

Selel Exbcut;e bij voorraad sebsgai suatu pranata hu-

5.1.3

Se1.4

kum yang dicipiakzn oleh undrng-undeng in cagu
HIR dan VG yuridis formil mnsih tetap berlaku,
sepanjang suatu peraturan yang setara tidak men-
butnya.

Fksistensi lomba ez executie bij voorraad relétif
terpengarun dengan diferbitkannyz beberapa Burat
Edoran Mahkamah Agung yan; mun;atur tentan; lem-
br gz tersebut, yanz n~mpak pada prekick di peng-
adilan negeri yan: kuran; m-nerazpkan ketentuan

pasal 180 ayat (1) RIR d=2n posal 191 ayat (1) RBG

Bxecutie bij vorraad dtlem penerapan den pelak -

sanaannyz skan menimoulk-n masalah berkenasn de-
nsan pemulihan hak-hak tergugat jika putusan pe-
ngadilan negeri dib-talkan oleh nenge iilan yang
lebih tingzi, jiks hekim penzadilan negeri tidak

sekcoma dan teliti memperhaltiken bukti-bukti,

R |
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5%2 Saran

5.2.1 Mengingat funksi dan manfaat lemboga executie bij

voorraad, maka dalam penyusunan hukum acara per-
data yang baru lembaga executie bjj voorraad ha-
rus tetap dipertahankan dengan pérsyaratan yang
lcbih sempurna dan lebih baik, misalnya keharus-
an untuk menetapkan jaminan.

5.2,2 Drlam rangka kepastian hukum dan mempertahankan

sistem tata uruten perundang-undangzn, maka se=

mug2 Surat Edaran Mahkamah Agunzs yang mengatur
lembaga eXecutie bij vygorraad perlu ditinjau kem-
bali,

5.2.5 Hakim pengadilan negeri dalsm memerintahkan pe-

laksanaan lebih dahulu putusan, gun2 menghindari
masalah . hukum yang dapat timbul dari pelaksa=-

naan executie bij voorraad, maka disamping  di-

tetapkan sccara selektif juga menentukan jaminan
kebendaan yang dibebankan kepada penggugat atau
persyzratan lain yang dapat memudahkan pemulihan

hak tergugat jika putusan itu dibatalkan.
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